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Sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salsh satu
sengketa yang sampai saat ini belum juga terselesalkan. Sebagai negara yang
mengklaim sebagian besar wilayah di LTS, Tiongkok merupakan negara yang gigh
dalam mempertahankan klaim wilayahnya Hal yang menarik dari sengketa ini adalah
periiaku luar negeri Tiongkok yang menekankan aktivitas militer dan diplomasi damai
sekaligus dalam menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan.

Buku monograf ini berupaya menganalisis dua perilaku yang cenderung bertolak
belakang datam kebijakan luar negen Tiongkok tersebut.

Sebagai sebuah monograf, kajian dalam buku i merupakan pelengkap dan
studi-studi yang permnah dipublikasikan oleh penulis dalam berbagal jurnal ilmiah.
Secara garis besar, studi penulis mengenai sengketa LTS tidak bisa lepas dan tiga
kata kunci utama, yaitu ASEAN. Tiongkok, dan LTS. Buku monograf ini fokus pada
dua kata kunci, yaitu Tiongkok dan LTS, sebagai bahasan utama. Analisis mendalam
mengenai Tiongkok dan LTS diharapkan dapat memperkaya studi-studi bertema
serupa dalam hubungan internasional kontemporer,
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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku monograf ini merupakan buah karya dari
pemikiran penulis yang diberi judul “Pergolakan Laut Tiongkok
Selatan : Hambatan Bagi Tiongkok Menjadi Benevolent
Hegemon”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan
karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih
pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini,
sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS)
merupakan salah satu sengketa yang sampai saat ini belum juga
terselesaikan. Sebagai negara yang mengklaim sebagian besar
wilayah di LTS, Tiongkok merupakan negara yang gigih dalam
mempertahankan klaim wilayahnya. Hal yang menarik dari
sengketa ini adalah perilaku luar negeri Tiongkok yang
menekankan aktivitas militer dan diplomasi damai sekaligus dalam
menghadapi isu Laut Tiongkok Selatan.

Buku monograf ini berupaya membahas dua perilaku yang
cenderung bertolak belakang dalam kebijakan luar negeri Tiongkok
tersebut. Di satu sisi, Tiongkok terlihat bersikap ambigu. Di sisi lain,
hal itu bisa kita tangkap sebagai suatu strategi yang relatif berhasil
dalam mengamankan klaimnya sebagai hegemon di kawasan.
Dalam jangka panjang, jika Tiongkok salah melangkah, pergolakan
di LTS ini berpotensi menjadi hambatan bagi posisi Tiongkok
sebagai hegemon.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami
berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan
membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

A. Sejarah Laut Tiongkok Selatan
Tiongkok merupakan salah satu pihak yang memiliki
klaim langsung di Laut Tiongkok Selatan (LTS).! LTS adalah laut
dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Luas itu
mencakup 39 persen dari total luas wilayah laut Asia Tenggara
yang berkisar sekitar 8,9 juta kilometer persegi, dan mencakup
2,5 persen dari total luas laut dunia (Zhi Guo, 2005: 330). Di
tengah-tengah LTS terdapat dua kepulauan yang menjadi
perselisihan antarpihak yang mengelilinginya, yaitu Kepulauan
Spratly dan Kepulauan Paracel. Dua kepulauan tersebut tak
pernah tercatat dihuni secara tetap seluruhnya oleh manusia
karena kebanyakan hanya berupa karang-karang kecil (Dam,
2010: 242). Kep. Spratly terdiri lebih dari 100 pulau kecil, karang,
beting, dan gundukan daratan. Sementara Kepulauan Paracel
terletak agak di utara dan terdiri dari 15 pulau dan beberapa

beting dan karang (Lo, 1989: 10).
Pihak-pihak lain yang memiliki klaim langsung di LTS
adalah Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei

! Pemilihan pemakaian kata “Tiongkok” dalam buku ini mengacu pada
Keputusan Presiden No. 12/2014 yang ditandangani Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014. Keppres tersebut mengganti
istilah “China” menjadi “Tionghoa” atau “Tiongkok”. Dengan keppres
tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut dan
menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-
06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang mengatur penggunaan
kata “China” tidak berlaku lagi.



BAB

A.

12

TIONGKOK DALAM
SENGKETA LAUT
TIONGKOK SELATAN

Klaim Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Klaim wilayah di LTS mulai muncul pasca-PD II atau
setelah Jepang kalah perang. Sebelumnya, pada masa kolonial
abad 18, pertentangan akibat LTS belum ada di antara negara-
negara penjajah. Namun, pada era ini negara penjajah,
terutama Inggris dan Prancis, menampilkan hal baru di daerah
yang mereka duduki di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara
jajahan dengan basis kedaulatan teritorial. Inggris, misalnya,
membangun Singapura sebagai kota pelabuhan dan
membangun Malaya dan Borneo Utara. Langkah tersebut
diikuti Belanda yang membangun “Hindia-Belanda” dan
Spanyol yang memperkuat cengkeraman mereka atas Filipina.
Prancis kemudian melakukan kolonisasi dan menguasai
Indocina. Menjelang berakhirnya abad ke 18, Jepang
memenangi perang dengan Tiongkok menggunakan kekuatan
angkatan lautnya. Amerika Serikat tak ketinggalan, dengan
memenangi perang melawan Spanyol dan menguasai Filipina.
Lima kekuatan laut terbesar di dunia berkumpul: Inggris,
Prancis, Belanda, Jepang, dan AS (Tennesson, 2001: 6-7).

Menurut Departemen Luar Negeri Indonesia, Tiongkok
merupakan satu-satunya negara pengklaim seluruh Kep.
Spratly sampai Perang Dunia I, saat Jerman melakukan
ekspedisi ke kepulauan tersebut pada tahun 1883. Tiongkok
melakukan klaim atas dasar penemuan pertama. Sementara
untuk klaim atas Kep. Paracel, Tiongkok telah menyatakan



BAB
SIKAP POLITIK LUAR

NEGERI TIONGKOK ATAS
ISU LAUT TIONGKOK
SELATAN

A. Sikap Tiongkok dalam Pertemuan Regional dan Multilateral
Sebelum membahas mengenai perilaku Tiongkok dalam
politik luar negeri, ada tiga karakter yang perlu
dipertimbangkan sebagai faktor yang mempertajam perilaku
politik luar negeri Tiongkok (Varral, 2015: 3-5). Pertama,
kebijakan luar negeri harus diarahkan pada keberlangsungan
Partai Komunis Tiongkok. Artinya, tidak boleh ada kebijakan
luar negeri yang berpotensi untuk menghancurkan legitimasi
Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok
merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di Tiongkok.
Pejabat-pejabat di dalam pemerintahan Tiongkok biasanya
merupakan pimpinan-pimpinan partai, baik itu dalam level
pusat maupun level daerah. Dalam konteks politik luar negeri,
dari tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok, partai
memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengarahkan pesan
politik dan sosial tertentu ke dalam kehidupan rakyat
Tiongkok yang sesuai dengan kepentingan Partai Komunis
Tiongkok.

Kedua, perspektif Partai Komunis Tiongkok mengenai
politik luar negeri harus sampai kepada masyarakat luas. Pada
era globalisasi saat ini, negara besar seperti Tiongkok hampir
mustahil untuk mengontrol informasi sepenuhnya kepada
masyarakat luas. Jumlah rakyat Tiongkok yang melakukan
perjalanan ke luar negeri terus mengalami peningkatan,
sehingga akses terhadap informasi dari luar tidak mungkin
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BAB

PERILAKU TIONGKOK
SEBAGAI HEGEMON:
LIKEABLE SUPERPOWER

A. Perilaku Tiongkok sebagai Hegemon

Menurut hasil pengamatan penulis, seperti yang akan
dipaparkan dalam bagian ini, Tiongkok berusaha menjalankan
peran sebagai hegemon, baik dalam forum-forum multilateral
yang membicarakan isu LTS maupun di lautan. Baik dalam
forum multilateral maupun di lautan, Tiongkok selalu
mengejar kepentingannya atas klaim di LTS dan berusaha
mewujudkan stabilitas kawasan untuk kepentingannya
sendiri. Menurut Robert Gilpin, negara yang berperilaku
sebagai hegemon memiliki tiga karakteristik perilaku.
Pertama, negara hegemon berperilaku merugikan negara lain
dan mementingkan diri sendiri. Kedua, hegemon selalu
berusaha menginginkan tatanan tertentu demi mewujudkan
kepentingan nasionalnya. Ketiga, hegemon berusaha
meningkatkan kekuatannya untuk menekan negara-negara
kecil di sekitarnya (Shaohua, 2006: 41; Destradi, 2008: 12).

Dalam kasus Tiongkok, karakteristik perilaku merugikan
negara lain demi mementingkan diri sendiri ditunjukkan dengan
perilaku Tiongkok yang memicu beberapa insiden, merebut
area. dan menyerang kapal-kapal negara lain di area sengketa
dengan berbagai dalih. Pada tahun 2011 dan 2012, Tiongkok
berulangkali memutus kabel survei seismik yang dipasang
Vietnam. Hal itu dilakukan sebagai upaya menganggu
aktivitas Vietnam yang berkaitan dengan penambangan
minyak. Insiden pemotongan kabel itu dilakukan oleh kapal

47



BAB

PENUTUP

Tiongkok merupakan salah satu pihak yang memiliki klaim
langsung atas penguasaan wilayah di LTS, selain Filipina, Vietnam,
Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Tiongkok menegaskan
bahwa klaimnya atas LTS didasari oleh alasan historis. Sejak abad
ke 2 SM, pada masa Dinasti Han berkuasa, Tiongkok telah
menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau di gugusan Kep.
Spratly maupun Kep. Paracel. Setelahnya, dinasti-dinasti
berikutnya turut memanfaatkan kedua kepulauan tersebut untuk
kepentingan ekonomi, militer, maupun ilmu pengetahuan.
Meskipun demikian, peta teritorial Tiongkok yang dipublikasikan
pada tahun 1760, 1784, 1866, dan 1897 masih menempatkan Pulau
Hainan sebagai titik paling selatan wilayah kedaulatan Tiongkok.
Pada tahun 1909, Gubernur Guangdong Zhang Yen Jun melakukan
ekspedisi untuk menguasai Kep. Paracel, dan setelahnya
memasukkan Kep. Paracel sebagai salah satu bagian dari Provinsi
Guangdong. Pada tahun 1912, setelah keruntuhan Dinasti Qing,
konstitusi pertama Republik Rakyat Tiongkok menyebutkan bahwa
“The souvereign territory of the Republic of China continues to be
the same as the domain of the former Empire”. Kep. Spratly baru
menjadi perhatian Tiongkok pada tahun 1935, ketika Tiongkok
mulai melakukan pendataan nama-nama pulau yang meliputi Kep.
Paracel dan Kep. Spratly. Pada tahun 1936, ahli geografi Tiongkok
Bai Meichu membuat atlas yang menggambarkan klaim berbentuk
“U” di LTS. Pada tahun 1947, Tiongkok mengklaim garis “U”
dengan sebelas garis putus-putus di LTS sebagai garis penengah
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